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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
dalam memberikan kemudahan informasi transportasi kepada masyarakat di wilayah Kota Surabaya 
melalui satu aplikasi, faktor yang menghambat implementasi kebijakan Sistem Transportasiku ini, serta 
upaya dalam menangani hambatan implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan 
adalah jenis penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat yang bertanggung jawab 
dalam pembuatan Transportasiku, developer Transportasiku dan masyarakat pengguna Transportasiku. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara secara langsung dan dokumentasi. 
Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1)Implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
untuk memudahkan informasi transportasi mayarakat di Kota Surabaya meliputi komunikasi, disposisi, 
dan struktur birokrasi. (2)Faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini yaitu terbatasnya sumber 
daya manusia, terbatasnya sumber daya anggaran yang tersedia, terbatasnya peralatan penunjang 
pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, serta terjadinya kesalahan sistem dimana pada saat sistem 
Transportasiku mengalami maintenance. (3)Upaya Dinas Pehubungan dalam hal ini adanya pembagian 
tugas dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dan kinerja yang baik dari sumber daya manusia 
yang ada, mengelola ketersediaan sumber daya anggaran, memanfaatkan dan melakukan pemeliharaan 
fasilitas yang tersedia secara berkala, serta melakukan reset atau pengembangan sistem agar kendala 
pada penggunaan Sistem Transportasiku dapat teratasi.  
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PENDAHULUAN 

 
Kemajuan teknologi informasi membawa 

manfaat besar untuk kepentingan masyarakat. 
Penggunaan teknologi yang semakin meluas 
dapat membantu para pelaku pelayanan publik 
mengambil keputusan didalam operasional 
pemerintahan baik kegiatan administrasi, 
pelayanan, dan manajemen data personalia. 
Kebutuhan masyarakat akan semakin beragam di 
masa mendatang dan sistem manajemen modern 
harus dikembangkan melalui jaringan organisasi 
guna mempersingkat waktu pengambilan 
keputusan dan memperluas rentang kendali. Oleh 

karena itu, di era otonomi daerah ini untuk 
mewujudkan good governance salah satu 
upayanya adalah menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi atau yang biasa 
dikenal dengan e-Government.Pengembangan E-
Government merupakan salah satu upaya 
pemerintah dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan publik secara efektif dan efisien 
diberbagai sektor publik salah satu contohnya 
adalah Pemerintah Kota Surabaya yang telah 
mengembangkan E-Government. 

Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah 
satu pemerintahan yang dapat dikatakan cukup 
rensponsif dan inovatif dalam mewujudkan good 



70 

governance melalui e-Government yang 
dikembangkan. Pemerintah Kota Surabaya di 
masa kepemimpinan Walikota Dr.(H.C.) Ir. Tri 
Rismaharini, M.T. telah mengembangkan 
berbagai pelayanan online yang terkait dengan 
sistem pengelolaan keuangan daerah, perizinan, 
kesehatan, pengawasan, pendidikan dan fasilitas 
lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan dan 
masyarakat. Perkembangan E-gove
Kota Surabaya diamanatkan melalui Peraturan 
Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayananan Publik. Menurut 
Perda tersebut, penyelenggara E-government di 
Kota Surabaya dapat memanfaatkan teknologi 
informasi untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelayanan publik. E-government ini 
merupakan bagian dari pengembangan teknologi 
informasi di Surabaya dalam sebuah konsep besar 
Surabaya Cyber City yang menjadikan 
Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota modern 
berbasis teknologi informasi. 

Dalam meningkatkan pelayanan publik di 
Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya 
mengupayakan adanya inovasi di bidang 
pelayanan publik dengan meluncurkan aplikasi 
bernama Transportasiku. Transportasiku 
diluncurkan oleh Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya pada 31 Mei 2019 bertepatan dengan 
HUT ke-726 Kota Surabaya dengan tujuan untuk 
mempermudah pelayanan khususnya di bidang 
transportasi. 

Transportasiku merupakan sebuah aplikasi 
bersifat one for all, yang memberikandampak 
kemudahan layanan informasi tran
satu aplikasi. Artinya, melalui aplikasi ini, cukup 
mengetahui berbagai moda transportasi yang ada 
di Kota Surabaya, antara lain arus lalu lintas, 
tempat parkir, dan posisi Suroboyo Bus. 
Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
sudah banyak mengembangkan aplikasi 
berdasarkan kebutuhan masyarakat di berbagai 
bidang transportasi. Berbagai platform tersebut 
antara lain GOBIS untuk Suroboyo Bus, Go 
Parkir untuk mencari tempat parkir dan data 
parkir, dan berbagai aplikasi lainnya. Berbagai 
aplikasi tersebut dianggap terlalu banyak, 
sehingga tujuan pengimplementasian aplikasi 
Transportasiku ini, menggabungkan semua 
aplikasi tersebut menjadi satu. Berdasarkan 
fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti lebih mendalam mengenai 
“Implementasi kebijakan Sistem 
Transportasiku Untuk Memudahkan 
Informasi Transportasi Masyarakat Di Kota 
Surabaya”. 
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KAJIAN LITERATUR 
Implementasi Kebijakan Publik
 

Secara umum istilah implementasi dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 
pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi 
biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk 
menganalisis lebih dalam terkait 
Implementasi Kebijakan Sistem Transportasiku 
Untuk Memudahkan Informasi Transportasi 
Masyarakat di Kota Surabaya adalah teori yang 
dikemukakan oleh George C. Edwards III 
(Widodo, 2018). Menurut kerangka pemikiran 
George Edward III, keberhasilan implementasi 
kebijakan publik dipengaruhi oleh empat varibe
yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) 
disposisi, (4) struktur birokrasi. Diantara empat 
variabel tersebut terjadi interaksi dan 
berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan.Model tersebut dapat disajikan dalam 
gambar dibawah ini: 

 
Gambar 1.1 

Model Hubungan Antarvariabel Implementasi 
Kebijakan Edward III

Sumber: Diolah berdasarkan pemikiran Edwards 
III (1980 : 148)

 
Faktor Penghambat Implementasi Sistem 
Transportasiku 
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teori George C. Edward III yaitu sumber daya 
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agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar. 
SDM ini merupakan sumber utama yang bekerja 
sebagai inti penggerak dari 
diimplementasikannya suatu kebijakan. Oleh 
karena itu, diperlukan SDM 
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kebijakan sistem Transportasiku untuk 
memudahkan informasitransportasi masyarakat di 
Kota Surabaya. Peran SDM ini bisa dibilang 
cukup banyak seperti turut berkontribusi dalam 
aktivitas perencanaan, pengadaan, dan 
pemeliharaan Sistem Transportasiku tersebut.  
b. Sumber Daya Anggaran 

Diperlukan ketersediaan sumber dana atau 
anggaran yang memadai untuk perencanaan, 
pengadaan, dan pemeliharaan sistem 
Transportasiku dalam memudahkan informasi 
transportasi masyarakat di Kota Surabaya. 
Terbatasnya anggaran yang tersedia 
menyebabkan kualitas pelayanan yang harus 
diberikan kepada masyarakat juga terbatas.  
c. Sumber Daya Peralatan  

Sumber daya peralatan merupakan jenis 
perlengkapan dan fasilitas yang mendukung 
dalam mengimplementasikan kebijakan sistem 
Transportasiku untuk memudahkan informasi 
Transportasi masyarakat di Kota Surabaya. 
Keterbatasan sumber daya peralatan ini 
dipengaruhi minimnya sumber daya anggaran 
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 
implementasi suatu kebijakan. Keterbatasan 
sumber daya peralatan ini seperti ketersediaan 
fasilitas dan peralatan yang menunjang dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku tersebut kurang memadai.  
d. Kesalahan Sistem  

Istilah kesalahan pada Sistem Transportasiku 
ini berkaitan dengan kesalahan perangkat keras 
yang digunakan pengguna Sistem Transportasiku. 
Dengan terjadinya kesalahan sistem ini, 
mengakibatkan informasi yang didapatkan oleh 
masyarakat seringkali tidak membawa hasil. 
Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut 
demi menghasilkan suatu sistem yang berkualitas 
tinggi, sebagai implementor dapat memperkecil 
kesalahan terhadap sistem dengan 
memperhatikan analisis kebutuhan sehingga 
dapat tercipta suatu sistem yang berkualitas. 
 
Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi 
Sistem Transportasiku 

Adapun upayaDinas Perhubungan Kota 
Surabaya untuk mengatasi hambatan dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan Sistem 
Transportasiku untuk memudahkan informasi 
transportasi masyarakat di Kota Surabaya, 
sebagai berikut: 

 

 
a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 
publik, dibutuhkan SDM yang mumpuni dan 
memadai. Namun, saat ini adanya keterbatasan 
SDM yang mempengaruhi pelaksanaan 
implementasi kebijakan Sistem Transportasiku. 
Oleh karena itu,diperlukan upaya dalam 
mengatasi hambatan keterbatasan SDMdengan 
menyediakan sumber daya manusia yang 
memiliki kompetensi dan kemampuan untuk 
menunjang tujuan yang ingin dicapai dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku tersebut. Serta, meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia yang ada. 
b. Ketersediaan Anggaran 

Anggaran yang digunakan untuk 
pelaksanaan implementasi kebijakan Sistem 
Transportasiku ini berasal dari APBD (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah 
Kota Surabaya. Namun saat ini, dana APBD 
lebih diprioritaskan untuk menangani masalah 
pandemi Covid-19. Oleh karena itu, adanya 
hambatan yaitu adanya keterbatasan anggaran. 
Diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan 
tersebut agartujuan pelaksanaan implementasi 
kebijakansistem Transportasiku dapat tercapai. 
Upaya yang dilakukan dapat berupa menyediakan 
anggaran yang memadai dengan memanfaatkan 
sepenuhnya sumber dana yang ada dengan sebaik 
mungkin, menyusunskala prioritas dan 
mengidentifikasi kebutuhan yang terpenting.  
c. Ketersediaan Teknologi Informasi 

Ketersediaan teknologi informasi merupakan 
peranan penting dalam menunjang pelaksanaan 
implementasi kebijakan Sistem Transportasiku. 
Teknologi informasi merupakan suatu teknologi 
yang memiliki fungsi dalam memperoleh, 
mengolah, menyimpan dan mengubah data 
dengan segala macam cara untuk mendapatkan 
informasi yang bermanfaat. Dapat dikatakan 
bahwa teknologi informasi adalah berbagai 
fasilitas yang terdiri dari hardware dan software 
untuk mendukung dan meningkatkan kualitas 
informasi untuk masyarakat dengan cepat dan 
berkualitas. Fasilitas tersebut dapat berupa 
tersedianya komputer, server, dan sistem 
program. 
d. Pengembangan Sistem 

Pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku seringkali terdapat hambatan yang 
berupa informasi yang didapatkan oleh 
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masyarakat tidak membawa hasil. Oleh karena 
itu, pada sistem Transportasiku ini diperlukan 
upaya untuk mengatasi hambatan tersebut 
melakukan perbaikan atau pengembangan sistem 
agar memudahkan masyarakat di Kota Surabaya 
memperoleh informasi mengenai moda 
transportasi.  
 
METODE PENELITIAN 

 
Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai 

jenis penelitian deskriptif dengan metode 
pendekatan kualitatif yaitu dilakukan dengan 
menggambarkan dan menginterpretasi suatu 
obyek sesuai dengan fakta yang ada. Penelitian 
ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 
wawancara yang dilakukan secara langsung dan 
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan 
menggunakan model wawancara terbuka
Wawancara terbuka ini menggunakan metode 
wawancara tidak terstruktur yakni wawancara 
yang bebas leluasa, tidak kaku, dan tidak terpaku 
dengan daftar petanyaan yang ada
menjadi subjek penelitian yaitu 
Bagian Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya selaku penanggung jawab dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku, developer Transportasiku, dan 
masyarakat pengguna Transportasiku. Serta 
menggunakan data sekunder yaitu melalui literasi 
yang berasal dari artikel, jurnal, berita dan 
website terkait tema penelitian. Adapun tekni
analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu teknik analisa data Miles and Huberman 
terdapat empat tahap yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan/verifikasi.  
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Gambar 1.2  
Sistem Transportasiku

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021
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Pedestrian, Wisata & Landmark dan Pusat Oleh
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rinci terkait pelaksanaan implementasi kebijakan 
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Edwards III (Widodo, 2018), sebagai berikut:
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Transportasiku terdiri dari beberapa sistem yaitu 
Suroboyo Bus, Bus Dalam Kota, Mikrolet, Halte, 
Jadwal Bus Purabaya, Lokasi Parkir, Kamera 
Lalu Lintas, Info Lalu Lintas, Lajur Sepeda, 
Pedestrian, Wisata & Landmark dan Pusat Oleh-

Selanjutnya untuk mendeskripsikan lebih 
rinci terkait pelaksanaan implementasi kebijakan 
sistem Transportasiku oleh Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya dengan menggunakan teori 

(Widodo, 2018), sebagai berikut: 
(communication) 

kasi memiliki peran atau fungsi 
penting dalam menentukan keberhasilan suatu 
implementasi kebijakan publik.Dalam hal ini, 

dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan sistem Transportasiku yang dilakukan 

komunikasi antar pembuat kebijakan yaitu 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan 
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masyarakat pengguna sistem Transportasiku 
melalui sosialisasi. Tujuan utama adanya 
sosialisasi yaitu untuk menyampaikan informasi 
terkait penggunaan sistem Transportasiku yang 
dapat bermanfaat untuk masyarakat dalam 
mencari informasi mengenai transportasi di Kota 
Surabaya. Terkait hal tersebut, Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya melakukan 
sosialisasi dengan memanfaatkan kecanggihan 
teknologi informasi yaitu melalui media sosial 
seperti Instagram dan Facebook serta melalui 
media massa yaitu koran. Melalui kecanggihan 
teknologi tersebut menjadi faktor pendukung 
tersampainya informasi kepada masyarakat serta 
isi konteks harus adanya kejelasan dan mudah 
dipahami oleh masyarakat untuk meminimalisir 
agar masyarakat tidak bingung dalam mengerti 
informasi yang diterima sehingga tidak terjadi 
perbedaan pemahaman informasi. 
2. Disposisi (dispositions) 

Disposisi yang tinggi mempengaruhi tingkat 
keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 
Keberhasilan implementasi kebijakan bukan 
hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku 
kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan 
dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan 
oleh kemauan para pelaku kebijakan untuk 
memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan 
yang sedang diimplementasikan. Terkait disposisi 
kebijakan sistem Transportasiku, Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya 
memberikandukungan dengan memberikan 
respon yangbaik terkait pelaksanaan adanya 
sistem Transportasiku untuk memudahkan 
informasi transportasi masyarakat di Kota 
Surabaya.Pemberian dukungan sangat berarti 
dalam pelaksanaan implementasi suatu kebijakan 
karena kurangnya atau terbatasnya intensitas 
disposisi ini dapat menyebabkan gagalnya 
implementasi suatu kebijakan. Dukungan yang 
diberikan Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
berupa sumber daya peralatan yang menunjang 
pelaksanaan implementasi sistem Transportasiku 
dalam mencapai tujuannya. Peralatan tersebut 
yang dimaksud yaitu menyediakan akses untuk 
masyarakat agar lebih mudah mengoperasikan 
penggunaan Transportasiku. 
3. Struktur Birokrasi (bureaucratic structure) 

Struktur birokrasi diperlukan untuk 
mengurangi peluang terjadinya kegagalan dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan. Selain itu, 
struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat 

disposisi para pelaku kebijakan karena semakin 
terfragmentasi (terpecah-pecah) akan 
menimbulkan konflik dan hubungan yang tidak 
harmonis antara pelaku kebijakan sehingga 
menimbulkan perbedaan disposisi dalam 
pelaksanaan kebijakan. Seperti yang disebutkan 
dalam teori Edward III mengenai struktur 
birokrasi yaitu pentingnya adanya Standart 
Operational Procedur (SOP) dalam sebuah 
organisasi. Dimana SOP tersebut berupa 
koordinasi antara E-dishub dengan bidang-bidang 
yang berkaitan dengan informasi yang ada di 
sistem Transportasiku dikarenakan informasi 
yang disajikan pada sistem Transportasiku 
didapatkan dari masing-masing bidang.Dalam 
pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku juga dilakukan adanya pembagian 
tugas, tujuannya agar memberikan ketegasan dan 
ketepatan dalam standar tugas yang harus 
dicapai, serta mengetahui apa yang harus 
dilakukan agar pemegang tanggung jawab 
terhadap tugas yang telah diberikan tidak salah 
dalam menjalankan tugasnya. Sistem 
Transportasiku ini sendiri merupakan inovasi 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam 
memudahkan masyarakat di Kota Surabaya 
memperoleh informasi transportasi. 
 
Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 
Sistem Transportasiku 

 
Berdasarkan hasil penelitian tentang 

implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
untuk memudahkan informasi transportasi 
masyarakat di Kota Surabaya ini, terdapat 
berbagai hambatan yang terjadi, sebagai berikut: 
1. Sumber Daya Manusia 

Efektivitas pelaksanaan implementasi 
kebijakan tidak hanya bergantung pada 
banyaknya sumber daya manusia, tetapi juga 
harus memiliki keterampilan dan keahlian yang 
diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini 
terkait dengan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku untuk memudahkan informasi 
transportasi masyarakat di Kota Surabaya 
diperlukan sumber daya manusia yang dapat 
mempengaruhi keberlangsungan proses 
pelayanan publik terhadap masyarakat. 
Ketersediaan sumber daya manusia yang 
memadai, memiliki kompetensi dan keahlian 
terkait pengimplementasian kebijakan tersebut 
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dirasa masih kurang sehingga pelaksanaannya 
dapat dikatakan belum maksimal. Kurangnya 
sumber daya yang tersedia yaitu developer selaku 
orang yang bertugas merancang dan 
melakukanpemeliharaan sistem Transportasiku, 
baik itu terkait informasi, hingga tampilan sistem 
itu sendiri serta ditugaskan 
untukmengembangkan sistem yang telah 
dibuatnya. 
2. Sumber Daya Anggaran 

Sumber daya yang memengaruhi efektivitas 
pelaksanaan implementasi kebijakan selain 
sumber daya manusia yaitu sumber daya 
anggaran atau dana yang dibutuhkan untuk 
membiayai operasionalisasi pelaksanaan 
implementasi kebijakan. Pelaksanaan 
implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
bersumber dari dana APBD (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surabaya. 
Namun adanya kendala yaitu dana APBD saat ini 
lebih diprioritaskan untuk menangani masalah 
pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sekarang 
ini, akibatnya dana yang seharusnya dibutuhkan 
untuk keperluan seperti kebutuhan peralatan dan 
fasilitas yang digunakan untuk menunjang 
implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
jumlahnya terbatas. Terbatasnya anggaran yang 
tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik 
yang diberikan kepada masyarakat juga terbatas. 
Kondisi tersebut menyebabkan implementor 
kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan 
fungsinya secara optimal sesuai dengan yang 
diharapkan. 
3. Sumber Daya Peralatan 

Sumber daya peralatan menjadi faktor 
penentu serta faktor pendukung dalam 
keberlangsungan kegiatan implementasi suatu 
kebijakan.Dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan sistem Transportasiku ini, sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan meliputi komputer, 
sistem program dan server yang dapat menunjang 
efisiensi dan mendorong motivasi para pelaku 
dalam melaksanakan kebijakan. Namun sejauh 
ini, pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku tersebut sering mengalami 
kendala dikarenakan terbatasnya fasilitas dan 
peralatan dalam menunjang pelaksanaan 
implementasi kebijakan tersebut.Sumber daya 
peralatan yang dimaksud berupa server yang 
kurang memadai. Server sangat dibutuhkan 
karena penggunaan sistem Transportasiku ini 
memerlukan adanya koneksi internet yang 
memadai. Terbatasnya server yang tersedia 
mengakibatkan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat menjadi terkendala dikarenakan 
masyarakat menjadi sulit mendapatkan informasi 
yang akurat sesuai dengan tujuan dari adanya 
Sistem Transportasiku tersebut dalam 
memberikan informasi terkait transportasi yang 
ada di Kota Surabaya.  
4. Kesalahan Sistem  

Istilah kesalahan pada sistem Transportasiku 
ini berkaitan dengan kesalahanperangkat keras 
yang digunakan pengguna sistem Transportasiku 
tersebut. Dengan terjadinya kesalahan sistem, 
mengakibatkan informasi yang didapatkan oleh 
masyarakat seringkali tidak membawa 
hasil.Kendala tersebut biasanya berupa informasi 
yang diperoleh oleh masyarakat pengguna sistem 
Transportasiku tidak akurat dan sesuai dengan 
fakta. Namun faktor penghambat ini biasanya 
baru diketahui ketika sistem yang beroperasi 
tidak dapat diakses atau tidak berjalan dengan 
sebagaimana mestinya.Kendala yang sering 
terjadi pada penggunaan sistem Transportasiku 
ini diakibatkan dari server atau perangkat 
pengguna sistem Transportasiku itu sendiri.Selain 
itu, kendala dari adanya sistem Transportasiku ini 
yaituuntuk sementara waktu masih belum dapat 
diakses melalui IOS, dikarenakan membutuhkan 
peralatan yang lebih besar dibandingkan akses 
melalui Android.  
 
Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi 
Sistem Transportasiku 

 
Berdasarkan permasalahan yang telah 

dibahas sebelumnya, berikut ada beberapaupaya 
yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya agar suatu kebijakan yang 
diimplementasikan dapat terlaksana dengan baik, 
diantaranya :  
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

Pada hakikatnya, Sumber daya Manusia 
(SDM) dapat diartikan sebagai manusia atau 
semua orang yang dipekerjakan di sebuah 
organisasi yang berkomitmen sebagai inti 
penggerak untuk mencapai tujuan 
organisasi.Dalam pelaksanaan implementasi 
Sistem Transportasiku diperlukan ketersediaan 
sumber daya manusia yang memadai. Meskipun 
dalam kegiatan pelaksanaan implementasi 
tersebut memiliki SDM yang terbatas, pihak 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya selalu 
mengupayakan agar permasalahan tersebut dapat 
segera teratasi agar tujuan dari di 
implemetasikannya sistem tersebut dapat tercapai 
yaitu dengan adanya pembagian tugas yang 
diberikan, selain itu adanya kualitas sumber daya 
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manusia yang mumpuni dan kinerja yang baik 
dari sumber daya manusia yang ada dalam 
pelaksanaan implementasi sistem Transportasiku 
ini. 
2. Ketersediaan Anggaran 

Anggaran yang digunakan untuk 
pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku untuk memudahkan informasi 
transportasi masyarakat di Kota Surabaya berasal 
dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah) Kota Surabaya. Namun saat ini, 
dana APBD lebih diprioritaskan untuk 
menangani masalah pandemi Covid-19. 
Permasalahan tersebut diperlukan cara untuk 
mengatasinya agar tujuan pelaksanaan 
implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
dapat terealisasikan.Upaya yang dilakukan dalam 
mengatasi permasalahan tersebutdengan 
menyediakan anggaran atau dana yang memadai 
dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber 
pendanaan yang ada dengan sebaik mungkin, 
menyusun skala prioritas dan mengidentifikasi 
kebutuhan yang terpenting. Dengan menyusun 
skala prioritas tersebut dapat diketahui kebutuhan 
mana yang krusial atau sifatnya sangat mendesak 
dan harus dipernuhi, serta dapat menghemat 
penggunaan sumber pendanaan yang ada. 
3. Ketersediaan Teknologi Informasi 

Teknologi informasi merupakan faktor 
penting dalam menunjang keberhasilan 
implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
yang memanfaatkan adanya teknologi dalam 
memberikan informasi transportasi masyarakat di 
Kota Surabaya. Dalam hal ini, Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya mengupayakan 
adanya ketersediaan teknologi yaitu dengan 
mengajukan anggaran untuk pengadaan fasilitas 
yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan 
implementasi dan memanfaatkan fasilitas yang 
ada dengan sebaik-baiknya.Fasilitas yang 
menunjang pelaksanaan implementasi kebijakan 
sistem Transportasiku berupa komputer, server, 
dan sistem program.Untuk saat ini, Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya masih belum bisa 
melakukan pengadaan fasilitas yang belum ada. 
Hal tersebut masih terus diupayakan, namun 
masih belum bisa terealisasikan dikarenakan 
terkait permasalahan anggaran dana yang kurang 
memadai. Namun, untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan, sementara waktu hanya 
memanfaatkan fasilitas yang ada dan melakukan 

pemeliharaan fasilitas yang tersedia secara 
berkala. 
4. Pengembangan Sistem  

Pengembangan sistem merupakan 
penyusunan sistem baru untuk menggantikan 
sistem lama secara keseluruhan atau untuk 
memperbaiki sistem yang sudah ada. Sebelum 
adanya perbaikansistem dilakukanpengujian 
sistem terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana suatu sistem yang 
‘layak‘ dalam memberi informasi. Dalam hal ini, 
pengembangan sistem perlu dilakukan karena 
adanya permasalahan yang timbul di sistem yang 
sebelumnya. Ditemukan permasalahan yang 
terjadi selama pengoperasian sistem 
Transportasiku yaitu seringkali adanya error pada 
sistem yang di implementasikan oleh Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya sehingga tujuan dari 
adanya sistem Transportasiku tidak tercapai. 
Tujuan dari adanya sistem Transportasiku itu 
sendiri yaitu agar memudahkan masyarakat di 
Kota Surabaya dalam memperoleh informasi 
mengenai moda transportasi. Oleh karena itu, 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
mengupayakan adanya perbaikan atau 
pengembangan sistem agar tujuan dari 
implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
dapat tercapai.Sistem memerlukan perawatan 
secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya 
kegagalan atau kerusakan dari sistem itu sendiri. 
 
KESIMPULAN 

 
Berdasarkan penjabaran dari hasil dan 

pembahasan terkait Implementasi Kebijakan 
Sistem Transportasiku Untuk Memudahkan 
Informasi Transportasi Masyarakat di Kota 
Surabaya diatas, maka dalam hal ini dapat 
disimpulkan, sebagai berikut: 

 
1) Implementasi Kebijakan Sistem 

Transportasiku  
Pelaksanaan implementasi kebijakan 

sistem Transportasiku sudah dilaksanakan oleh 
Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Hal ini 
berdasarkan dari analisis menggunakan indikator 
keberhasilan implementasi kebijakan publik. 
Pada indikator pertama yaitu komunikasi dimana 
komunikasi dilakukan secara konvensional 
melalui media massa seperti koran dan 
memanfaatkan kecanggihan teknologi yang 
menjadi faktor pendukung tersampainya 
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informasi kepada masyarakat dengan melakukan 
sosialisasi melalui media sosial seperti Instagram 
dan Facebook dengan cara membuat konten 
video yang didesain sekreatif mungkin agar 
adanya daya tarik dari masyarakat. Indikator 
kedua yaitu disposisi, dimana Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya sangat mendukung dengan 
memberikan respon yang baik terkait 
pelaksanaan adanya sistem Transportasiku. 
Indikator ketiga yaitu struktur birokrasi, dimana 
struktur birokrasi ini mencakup dimensi 
fragmentasi dan Standart Prosedur Operasi (SOP) 
yang memudahkan dan menyeragamkan tindakan 
dari para pelaksana suatu kebijakan dalam 
melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. 
Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya sendiri dapat dilihat di situs Dinas 
Perhubungan yaitu dishub.surabaya.go.id, selain 
itu adanya Standart Operational Procedur (SOP) 
yang berupa koordinasi antara bidang e-dishub 
dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan 
informasi yang disajikan pada sistem 
Transportasiku. Sistem Transportasiku ini sendiri 
merupakan inovasi Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya dalam memudahkan masyarakat di 
Kota Surabaya memperoleh informasi 
transportasi. 

 
2) Faktor Penghambat Implementasi 

Kebijakan Sistem Transportasiku 
Dalam pelaksanaan implementasi 

kebijakan sistem Transportasiku untuk 
memudahkan informasi transportasi masyarakat 
di Kota Surabaya ini, terdapat berbagai hambatan 
yang terjadi, sebagai berikut: 
1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Ketersediaan SDM yang memadai, memiliki 
kompetensi dan keahlian terkait 
pengimplementasian kebijakan sistem 
Transportasiku dirasa masih kurang 
sehinggapelaksanaannya dapat dikatakan belum 
maksimal. Kurangnya sumber daya yang tersedia 
yaitu developer selaku orang yang bertugas 
merancang dan melakukan pemeliharaan sistem 
Transportasiku, baik itu terkait informasi, hingga 
tampilan sistem itu sendiri serta ditugaskan untuk 
mengembangkan sistem yang telah dibuatnya. 
2. Sumber Daya Anggaran 

Pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku yang dikelola Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya bersumber dari dana APBD 
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota 
Surabaya. Namun adanya kendala yaitu dana 
APBD saat ini lebih diprioritaskan untuk 
menangani masalah pandemi Covid-19 yang 

sedang terjadi sekarang ini, akibatnya dana yang 
seharusnya dibutuhkan untuk keperluan seperti 
kebutuhan peralatan dan fasilitas yang digunakan 
untuk menunjang implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku jumlahnya terbatas.  
3. Sumber Daya Peralatan 

Pelaksanaan implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku tersebut sering mengalami 
kendala dikarenakan terbatasnya fasilitas dan 
peralatan dalam menunjang pelaksanaan 
implementasi kebijakan tersebut.Sumber daya 
peralatan yang dimaksud berupa server yang 
kurang memadai. Server sangat dibutuhkan 
karena penggunaan sistem Transportasiku ini 
memerlukan adanya koneksi internet yang 
memadai  
4. Kesalahan Sistem  

Pada hambatan ini, informasi yang diperoleh 
oleh masyarakat pengguna sistem Transportasiku 
tidak akurat dan sesuai dengan fakta. Namun 
faktor penghambat ini biasanya baru diketahui 
ketika sistem yang beroperasi tidak dapat diakses 
atau tidak berjalan dengan sebagaimana 
mestinya.Selain itu, kendala dari adanya sistem 
Transportasiku ini yaitu untuk sementara waktu 
masih belum dapat diakses melalui IOS, 
dikarenakan membutuhkan peralatan yang lebih 
besar dibandingkan akses melalui Android.  

 
3)  Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi 

Sistem Transportasiku 
Berdasarkan permasalahan yang telah 

dibahas sebelumnya, berikut ada beberapa upaya 
yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya agar suatu kebijakan yang 
diimplementasikan dapat terlaksana dengan baik, 
diantaranya :  
1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
mengupayakan agar permasalahan terkait sumber 
daya manusia dapat teratasi yaitu dengan adanya 
pembagian tugas yang diberikan, selain itu 
adanya kualitas sumber daya manusia yang 
mumpuni dan kinerja yang baik dari sumber daya 
manusia yang ada dalam pelaksanaan 
implementasi Sistem Transportasiku ini. 
2. Ketersediaan Anggaran 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
permasalahan sumber daya anggarandengan 
menyediakan anggaran atau dana yang memadai 
dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber 
pendanaan yang ada dengan sebaik mungkin, 
menyusun skalaprioritas dan mengidentifikasi 
kebutuhan yang terpenting. Dengan menyusun 
skala prioritas tersebut dapat diketahui kebutuhan 
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mana yang sifatnya mendesak dan harus 
dipernuhi, serta dapat menghemat penggunaan 
sumber pendanaan yang ada. 
3. Ketersediaan Teknologi Informasi 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
mengupayakan adanya ketersediaanteknologi 
yaitu dengan mengajukan anggaran untuk 
pengadaan fasilitas yang digunakan dalam 
menunjang pelaksanaan implementasi dan 
memanfaatkan fasilitas yang ada dengan sebaik-
baiknya serta melakukan pemeliharaan fasilitas 
yang tersedia secara berkala. 
4. Pengembangan Sistem  

Dinas Perhubungan Kota Surabaya 
mengupayakan adanya perbaikan atau 
pengembangan sistem agar tujuan dari 
implementasi kebijakan sistem Transportasiku 
dapat tercapai.Sistem memerlukan perawatan 
secara berkala untuk mengantisipasi terjadinya 
kegagalan atau kerusakan dari sistem itu sendiri. 

Implementasi kebijakan sistem 
Transportasiku merupakan inovasi Dinas 
Perhubungan Kota Surabaya yang berupa aplikasi 
berbasis teknologi informasi yang bertujuan 
memudahkan masyarakat dalam memperoleh 
informasi transportasi di Kota Surabaya. Pada 
aplikasi Transportasiku ini terdiri dari beberapa 
sistem yang terdiri dari Suroboyo Bus, Bus 
Dalam Kota, Mikrolet, Halte, Jadwal Bus 
Purabaya, Lokasi Parkir, Kamera Lalu Lintas, 
Info Lalu Lintas, Lajur Sepeda, Pedestrian, 
Wisata & Landmark dan Pusat Oleh-oleh.  
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